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SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PRQRINSL JAMBI
NOMOR : *h47 1110.8/1z-1998

TENTANG

I1ZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMIK )

TUNAS HARAPAN RIMBO BUJANG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMBACA

MENIMBANG

MENGINGAT

PROPINSI JAMBI

Surat Kepala Bidany Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Hnbi Nowmor: SRITLOIR/12-1998
tungeal 21 Pebruari 1998 tenting permohionan Pengurus YPPKN Rimbo Muara Bungo Nomos
. 11/YPPKN/X11/C/1998 tanggal 'S Desember 1998 di Jalan 16 Poros Desa Perintis Kee.
Rimbo Bujang Kab. Bungo Teho tentang permohonan izin pendirian SMK Tunas Harapan
Rimbo Bujung yang berkedudukan di Jalan 16 Poros Desa Perintis Kee. Rimho Bujany Kab.
Bungo Teho.

a.  DBahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan hangsa mutiuk diperlukan usaba-usabu
swudaya masyarakat untuk  turut serta membantu program Pemerintah di Bidang
Pendidikan dengan partisipasi membantu memperluas  diya tampung siswar serla
pemerataan kesempatan belajar pada SMK dalam Propinsi Jumbi.

b. Bahwa setelah membuca dan mempelajari serta meneliti syarat dan tatacara Pendirian
Sekolah Swasta yang diajukan oleh YPPKN Rimbo Bujung Muar Bungo dalam suratnya
dintas, maka telah diadakan studi kelayakan kelokasi sekoluh yang akan Jidirikan untuk
dapat dipertimbangkan dalam memberikan izin pendirian xekolahnyit dengan Kelompuok
Bisnis dan Manajemen Jurusan/Program  Studi - Adm. Perkuntoran/Sekictans,

Perdagungan/Manajemen Bisnis, Koperasi/Manajemen Kopurisi.

c. Bahwa untuk membuka  dan mendirikan  sekolah  swastic havus mendapat  12m
pendirian/olmmsinnal dari Departemen Pendidikan din Kebudayaan U.p Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jambi.

d. Bahwa berdasarkan hal-hal pertimbangan  tersebut digtas agar peluksanan Kegrtia
Belajur Mengajar (KBM) dapat terluksana dengan baik, tertib, wman, dan lancar, maka
dipandang perlu mendapit penetapkan izin pcndirinn/opcszlsional.

1. Undang-undang nomor : 2 tahun 1989 tangeal 26 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nusional dan PP nomor @ 29 hun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan
Menengah.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia

4.  Nomor : 44 whun 1974 tanggal 14 Maret 1974 tgntang pokuk-pokok Organisast
Departemen. ;

b. Nomor : 15 tahun 1984 tentung Struklur Organisgsi Departemen-Departemen

3. Keputusan Menteri Pendidinan in Rebudaymn Republik ll‘\ilrll-.,'\i-l.

a.  Nomor : 0490/U/1992 tnggal 30 Nopember 1992 tentany Sckuolah Menengah
Kejuruan. . )

_ Nomor : 0374/1982 tunggal 22 Nopember F982 lentang pembinain Seholah Swast,
¢.  Nomor:0173/1983 tanggal 14 Maret 1987 tentang Organisasi dan Lita heriit hnslans
Vertikal Depdikbud.

d.  Nomor : 0304/1984 tanggul 12 Juli 1984 tentuny Perinciun Lugis salin Opwanisas,
Koormin, Pengawas, dan Pengawas tingkat SD di hinghungan [nstanst Vertikal
Depdikbud sebagimanit telah diubah dan ditambab teruklir dengan Keputusan
Mendikbud Mo. 0363/0/1988 tangpul 20 Juli 1988,

4, Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/i-1983 tangyal 23
Februari 1983 tentang syarat dan tala cart pendirian sckoluah stvasta.
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Memberi izin kepadi YPPKN Rimbo Bujung dengan Akte pendirian nomor @ 4 tanggal L1 Juls
1997 yang dibuat oleh AGUS SUTRISNO, SH pejubat pembuat Akte, untuk pendirin SMK
TUNAS HARAPAN Rimbo Bujang yany herkedudukan di Jalan 16 Poros Desa Perintis Kee.
Rimbo Bujuny Kub. Bungo Tebo terhitung mula tahun 1998/1999.

Kepada Pengurus YPPKN Rimbo Bujang agar Ji didaliam pelaksanaan Kegintun Beligar
Mengajar (KBM) pudi SMK TUNAS HARAPAN [Limbo Bujang tersebut diwajibkan untuk
melaksinakan ketentuan-ketentuan yans herlaku hagi sekolah Menengah Kejunun selungabinani
telah digariskan atau diteptukun aleh Departemen Pendidikan dun Kebudayan Republik
Indonesia.

.

Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan  Belajar Mengajur  (KBM), tidak
diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yany berlentangan dengun ldiolugi Negara dan
Falsafah Pancasilu.
|

Diharuskan menyumpaikan laporan kegiatan Delajar mengijar setiap bulan bernipa lapuran
hulanan, catur wulan, tengah tuhunan, tahunan, dan lain sehagainya, Kepada Kepald Kanlor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jambi U.p. Kepala Bidang
Dikmenjur, Kepala Bagian Perencanuan, dan Kepals Bagian Kepegawanin serii pugabat Jain
yang relevan.

Bilamana dikemudianhari ternyi dalam pengelolan Kegiatan Belujur Mengijur (KBM) ldak
memenuhi persyaratan gesuni dengan peraturan perundang-undangin yang berlaku hagt suaty
sekolah/kursus dilingkungan pembinaan Direklorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengih,
maka izin pcndirian/()pcrasinnnl sekolahnya akan dicabut.’

lzin pcndirianlopemsionul sekolah yang diberikan ini tidak herlaku untuk tahun ke duaatau
pada tahun pelujaran berikulnya terhitung mulai sejuk diterbitkan, apahila sckolah tersebut
tidak dupat melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM ) dengan baik, tertib, aman dan
lancar, karena dianggap tidak memenuhi persyaratal sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berluku.

Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penctapian ant, akan ditmyan dan
diperbaiki sehigaiimnana mestinyi.

Keputusan ini berlaku, terhitung mulad szjak ditetapkan.

o inc DITETAPKAN DU £ JAMBL
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1. Sesjen Depdikbud di Jakurta

2. Irjen Depdikbud di Jakarta

3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jukarta

4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakirta \ e
5. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarti

6. Gubernur KDH Tk. | Jambi

7. Kepala Biro Binsostal Kantor Gubernur KDH Tk. 1 Jambi

8. Kepala Dinas PD dan K Dati | Jambi

9. Kepala Bidang

Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi

10. Kepala Inspeksi/Kandep Dikbud Kab/Kodia

11. Koordinator Pengawas pada Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi

12. Kabag. Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Jamhi
3. Ketua YPPKN Rimbo Bujang Kab. Bungo Tebo.
14) Sekolah yang persangkutan untuk dilaksanakan.



